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Pajak adalah penerimaan terbesar dan utama bagi negara. Adanya
wewenang pemerintah pusat kepada daerah tentang otonomi daerah untuk
mengurus sendiri pemerintahan daerah terutama pada penerimaan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang diperolen dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mempelajari tentang pajak daerah
khususnya pajak restoran yang meliputi perhitungan, penetapan, penyetoran dan
pelaporan, membantu tugas administrasi dan pembukuan yang ada di kantor Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Besarnya tarif yang digunakan dalam
menentukan besarnya pajak yang terhutang ditetapkan sesuai dengan Peraturan
Daerah (PERDA).

Perhitungan pajak restoran dilakukan setelah adanya kelengkapan data
objek pajak yang telah diisi pada Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Perhitungan
dilakukan oleh petugas sesuai atau dilakukan sendiri oleh wajib pajak dengan data
objek pajak dan tarif yang berlaku. Penetapan pajak restoran dilakukan setelah
dihitung besarnya pajak yang terhutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD) yang telah ditandatangani oleh kepala bagian penetapan.

Penyetoran pajak restoran yang terutang dilakukan dengan membawa
SKPD rangkap 10 sebagai lampiran bukti pajak terutang ke Bank Jatim dan akan
menerima bukti penyetoran serta tanda lunas pada SKPD yang akan digunakan
sebagai lampiran pada saat pelaporan ke Dinas Pendapatan Daerah. Bank Jatim
akan membagi SKPD rangkap 10 kepada Wajib Pajak, Dinas Pendapatan Daerah,
Bank Jatim sebagai arsip, Kas Daerah untuk didistribusikan kepada pihak yang
terkait.
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Pelaporan dilaksanakan dengan membawa bukti penyetoran dan SKPD
yang telah diberi tanda lunas oleh Bank Jatim ke Dinas Pendapatan Daerah untuk

dihapuskan hutang pajak pada sistem.
(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 314/UN25.1.2/SP/2016, DIII

perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan limu

Politik, Universitas Jember)
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang terus berupaya
meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terciptanya kehidupan yang lebih adil
dan sejahtera bagi rakyatnya sebagaimana dalam Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945. Saat ini pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat adalah dibidang
pajak. Sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur seluruh badan baik
milik Negara atau milik swasta dikenakan Pajak (BKP) dan orang pribadi yang
memiliki upah diatas minimum juga tidak luput dari kena pajak.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 perubahan ke tiga atas
Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak di bagi
menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat dikelolah oleh pemerintah
pusat berdasarkan peraturan dan keputusan pemerintah pusat. Sedangkan Pajak
Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Pemerintah pusat mengeluarkan Undang-undang No. 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah yang telah diubah dengan Undang-
undang No. 34 Tahun 2000, kemudian dikeluarkan Undang-undang No. 28 Tahun
2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dalam penyelenggaraanya
pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah propinsi dan pajak daerah kabupaten.
Tiap-tiap daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan
daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dalam hal ini pemerintah daerah
diberi wewenang untuk menyusun peraturan daerahnya sendiri.

Pajak daerah merupakan hal yang sangat penting bagi Penerimaan Asli
Daerah (PAD). Penerimaan pajak daerah yang cukup tinggi akan sangat

1
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membantu dalam menjalankan program-program pemerintah daerah. Jika wajib
pajak tidak melakukan pembayaran terhadap pajaknya maka akan menjadi
penghambat perekonomian daerah.

Sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah
kabupaten Banyuwangi menyusun kebijakan untuk mengurus atau mengatur
pemerintahannya. Kebijakan yang disusun oleh pemerintah kabupaten
Banyuwangi adalah kebijakan di bidang sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang didominasi pada sektor pajak. Pemerintah kabupaten Banyuwangi
memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi untuk mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah
khususnya pajak dan retribusi daerah. Pajak yang dikelolah oleh Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah
diubah dengan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2012 meliputi Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hiburan,
Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi
dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi
Daerah.

Pajak daerah yang dikelolah oleh Dinas Pendapatan Kabupaten
Banyuwangi merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan
kontribusi besar terhadap penerimaan kas daerah. Pemerintah kabupaten
Banyuwangi menetapkan target penerimaan masing-masing jenis pajak berbeda
sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun target dan realisasi penerimaan

pajak daerah Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
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Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

) ) Target Penerimaan Realisasi Persentase
No. Jenis Pajak
(Rp) (Rp) (%)
(@) (b) (© (d) (€)
1. Pajak Hotel 1.840.000.000 3.368.454.736 183,07
2.  Pajak Restoran 2.800.000.000 4.953.007.419 176,89
3. Pajak Hiburan 901.500.000 1.370.498.982 152,02
4.  Pajak Reklame 2.176.500.000 2.242.294.638 103,02
Pajak Penerangan
D 45.504.997.546 44.754.343.848 98,35
Jalan
6. Pajak Parkir 250.000.000 421.861.800 168,74
7.  Pajak Air Tanah 1.465.000.000 2.318.805.394 158,28
Pajak Mineral Bukan
8. 1.699.000.000 2.176.555.481 128,11
Logam dan Batuan
Pajak Bumi dan
9.  Bangunan Perdesaan 24.500.000.000 25.390.251.200 43,62
dan Perkotaan
Pajak Bea Perolehan
10. Hak atas Tanah dan 15.500.000.000 28.968.946.929 186,90
Bangunan
11. Retribusi Daerah 26.970.369.735 31.303.398.937 116,07

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016

Berdasarkan tabel target dan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut
pajak restoran merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki persentase cukup
tinggi sebesar 176,89%. Pajak restoran memiliki kontribusi yang cukup besar
terhadap penerimaan kas daerah kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat dilihat dari
potensi penerimaan pajak restoran setiap tahunya selalu meningkat dan dapat
memenuhi target yang ditetapkan. Adapun penerimaan pajak restoran dalam
kurun waktu 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :
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Tabel 1.2 Target dan Penerimaan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan
Kabupaten Banyuwangi (Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, 2014,

dan 2015)
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) KonngSi ke Jum::,aar};)(bjek
2011 500.000.000 572.492.562 114,50% 106
2012 750.000.000 633.839.278 84,51% 108
2013 774.840.000 2.056.697.732 265,44% 137
2014 2.180.000.000 2.883.964.300 132,29% 149
2015 2.800.000.000 4.953.007.419 176,89% 222

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, tahun 2016

Tabel penerimaan diatas menunjukan bahwa setiap tahun pajak restoran
tidak selalu mengalami peningkatan target dan realisasi penerimaan. Walaupun
tidak selalu mengalami peningkatan tetapi realisasi penerimaanya termasuk tiga
terbesar sebagai pendapatan daerah kabupaten Banyuwangi.

Pajak restoran ini dikenakan bagi orang pribadi atau badan yang
mengusahakan restoran, termasuk usaha jasa boga atau catering. Banyak
pengusaha yang membuka usaha dalam bidang restoran atau kuliner baik dalam
skala kecil maupun skala besar. Dalam tiga tahun terakhir ini kabupaten
Banyuwangi mengadakan beberapa festival yang berkaitan dengan pariwisata dan
adat budaya. Festival ini membuat kabupaten Banyuwangi semakin dikenal dan
pada akhirnya banyak wisatawan yang mengunjungi kabupaten Banyuwangi.
Peningkatan kedatangan jumlah wisatawan mengakibatkan pendapatan kas daerah
dari pajak restoran juga bertambah tinggi.

Berdasarkan potensi penerimaan pajak restoran yang mendukung
peningkatan penerimaan kas daerah dari bidang pajak restoran maka untuk
melihat mekanisme pengenaan pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi dalam tugas akhir ini penulis akan membahas laporan
tugas akhir yang berjudul : “Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran,
Dan Pelaporan Pajak Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi”
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang

timbul adalah :

Bagaimana Mekanisme perhitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan

pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

111

Tujuan

Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui dan

memahami mekanisme perhitungan, penetapan, penyetoran, dan pelaporan pajak

restoran.

1.1.2

Manfaat

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari Praktek Kerja Nyata adalah :
Berbagi ilmu pengetahuan tentang pajak daerah yang didapat pada waktu
kuliah dengan para pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi;

Memperoleh wawasan, pengetahuan, dan informasi serta keterampilan diri
selama Praktek Kerja Nyata di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi.

Menambah pengetahuan dan gambaran tentang mekanisme pajak restoran
di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan

pendidikan Diploma Il Perpajakan.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang

langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran unum
(Mardiasmo, 2011:1).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur:

a.

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada Negara yang berupa uang (bukan
barang);

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya;

Dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal balik (kontraprestasi) secara
langsung dari pemerintah;

Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

a.

Dalam buku Waluyo (2007:6), Fungsi pajak meliputi dua fungsi yaitu:
Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu
dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak
6
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yang lebih tinggi terhadap minuman keras untuk menekan konsumsi,
dikenakan pajak barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif
masyarakat dan dikenakan tarif pajak 0% terhadap ekspor barang untuk

mendorong produk Indonesia di pasar dunia.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Proses pemungutan pajak harus memperhatiakan aturan-aturan yang
berlaku agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Aturan tersebut
berupa syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam proses pemungutan pajak.
Secara umum syarat pemungutan pajak di bagi menjadi 5 diantaranya yaitu:
a. Pemungutan harus adil (Syarat keadilan)

Pemungutan harus sesuai dengan undang-undang dan hukum yang
berlaku. Pemungutan harus dilakukan berdasarkan kemampuan dan
penghasilan yang diperoleh wajib pajak. Mardiasmo (2011:2) menjelaskan
bahwa Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara
umum dan merata, yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Sedangkan adil dalam pelaksanannya adalah dengan memberikan hak bagi
Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan
mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang yang berlaku
sebagai jaminan hukum. Mardiasmo (2011:2) mengemukakan pemungutan
pajak telah di atur dalam undang-undang 1945 yang telah di atur dalam pasal
23 ayat 2. Hal ini guna untuk memberikan jaminan hukum yang menyatakan
keadialan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu jalanya kegiatan perekonomian
yang dapat menimbulkan kendala dalam proses produksi dan distribusi.
Menurut Mardiasmo (2011:2) dalam melakukan pemungutan tidak boleh
mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga

tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
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d. Pemungutan pajak harus efesien (Syarat Finansial)

Biaya pemungutan harus efesien artinya pemungutan pajak harus dapat
ditekan lebih rendah dari hasil pemungutannya sehingga tidak memberatkan
masyarakat.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Mardiasmo (2011:2) mengatakan bahwa sistem pemungutan yang
sederhana akan memudahkan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakanya, selain itu dapat mendorong masyarakat untuk tertarik dalam
melaksanakan kewajiban perpajakanya.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak
Kebijakan pemungutan pajak didasarkan oleh tiga macam asas, yaitu:
a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah teritorial
Indonesia. Penghasilan ini berasal dari penghasilan dalam negeri atau luar
negeri terutama bagi wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanda memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
Wajib Pajak selalu terikat oleh pajak terutang.

c. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak selalu dihubungkan dengan kebangsaan suatu

Negara.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak
Mardiasmo (2011:7) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemungutan
pajak terdapat beberapa sistem yang perlu diperhatikan. Ada beberapa sistem yang

biasa digunakan diantaranya, yaitu:
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a. Official Assessment System
Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak
kewenangan sepenuhnya di pegang oleh fiskus untuk menentukan besarnya
jumlah pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini wajib pajak
bersifat pasif dalam menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
Berdasarkan pengertian di atas ciri-ciri dari Official Assessment

System vyaitu :

1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang;

2) Wajib pajak bersifat pasif;

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Contoh Official Assessment System adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Self Assessment System
Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi kewenangan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menentukan
sendiri pajak yang terutang. Dalam sistem ini wajib pajak diharuskan berperan
aktif dalam proses pemungutan pajak.
Berikut Ciri-ciri dari Self Assessment System adalah :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib
Pajak sendiri;

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pajak yang terutang;

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Contoh Self Assessment System adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM).

c.  With Holding System
With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
kewenanganya berada di pihak ketiga. Pihak ketiga yang menentukan
besarnya pajak terutang wajib pajak. Ciri-ciri dari With Holding System yaitu
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wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga
(pihak selain fiskus dan Wajib Pajak).
Contoh With Holding System adalah PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh orang

yang diberi kuasa untuk melakukan pelaporan atau bendaharawan.

2.1.6 Tarif Pajak
Tarif pajak di Indonesia berbeda-beda sesuai dengan jenis dan potensinya
masing-masing. Mardiasmo (2011:9) menyatakan bahwabh tarif pajak dibagi empat
macam yaitu :
a. Tarif Sebanding/Proporsionil
Tarif ini merupakan tarif yang memiliki nilai tetap terhadap berapapun
jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang menjadi dasar
pengenaan pajak. Dalam tarif ini objek pajak yang digunakan sebagai dasar
perhitungan.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif sebesar 10%.
b. Tarif Tetap
Tarif ini merupakan tarif yang jumlah pengenaanya tetap (sama)
terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang
terutang tetap walapun objek pajaknya berubah-ubah.
Contoh : Bea Materai.
c. Tarif Progresif
Tarif ini merupakan tarif yang persentase pengenaanya semakin
meningkat apabila objek pajaknya juga meningkat. Maka dengan tarif ini
pajak akan bertambah besar tidak sepadan melainkan berlipat ganda.
Tarif progresif dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
1) Tarif progresif progresif merupakan tarif yang kenaikan presentase
pajaknya semakin besar;
2) Tarif progresif tetap merupakan tarif yang kenaikan presentase pajaknya
tetap;
3) Tarif progresif degresif merupakan tarif yang kenaikan presentase

pajaknya semakin kecil.
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d. Tarif Degresif

Tarif ini merupakan presentase tarif yang yang digunakan semakin

kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Persentase pengenaan

pajak ini semakin menurun dengan meningkatnya objek pajak.

2.1.7 Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak meliputi beberapa kelompok yaitu menurut

golongan, menurut sifat, dan menurut pemungut dan pengelolanya. Penjelasannya

sebagai berikut:

a. Menurut Golongan

1) Pajak Langsung

2)

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh
wajib pajak atau pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak
lain. Pembebanannya berdasarkan kemampuan dan pendapatan wajib
pajak. Meliala (2007:20) menyatakan bahwa pajak langsung memiliki ciri-
ciri sebagai berikut:

a) Pengertian Administratif
(1) Harus dibayar langsung oleh wajib pajak;
(2) Dibayar secara periodik oleh wajib pajak.
b) Pengertian Ekonomis
(1) Tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga
(harus dibayar sendiri oleh wajib pajak);
(2) Tidak dapat menaikkan harga.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Wajib pajak tidak secara
langsung dibebani pajak terutang. Dalam hal ini pemerintah menunjuk
wajib pajak menjadi perantara pemungut pajak. Penanggung pajak atau
pembayar pajak yang sebenarnya ialah pihak ketiga atau konsumen, pajak

ini disebut juga destinaris pajak.
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Meliala (2007:21) menyatakan bahwa pajak tidak langsung juga
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a) Pengertian Administratif
Hanya dikenakan apabila terjadi peristiwa atau perbuatan yang dapat
menyebabkan dikenakannya pajak.
b) Pengertian Ekonomis
(1) Dapat dilimpahkan ke orang lain;
(2) Dapat menaikkan harga.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
b. Menurut Sifat
Waluyo (2007:12) menyatakan bahwa pembagian pajak menurut sifat
dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip,
yaitu:
1) Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan
pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Pajak ini
memperhatikan keadaan wajib pajak.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2) Pajak Objektif
Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM)
c. Menurut Lembaga Pemungutnya
Mardiasmo (2011:6) menyatakan bahwa lembaga pemungutnya
dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:
1) Pajak Pusat
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas
Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.
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2) Pajak Daerah
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerinta Daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri
dari:
a. Pajak Provinsi, terdiri atas:

(1) Pajak Kendaraan Bermotor;

(2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

(3) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
b. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri atas:

(1) Pajak Hotel;

(2) Pajak Restoran;

(3) Pajak Hiburan;

(4) Pajak Reklame;

(5) Pajak Penerangan Jalan;

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(7) Pajak Parkir dan lain sebagainya.

2.2 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak

a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

b. Subjek Pajak adalah orang, atau badan atau kesatuan lainnya yang memenuhi
persyaratan subjektif untuk dikenakan pajak.

c. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dikenakan

pajak.
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2.3 Pajak Daerah
2.3.1 Dasar Hukum
Dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

a. Undang-Undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

b. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

c. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.

2.3.2 Pengertian Pajak Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan pengertian Pajak Daerah
adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3.3 Wajib, Subjek, dan Objek Pajak Daerah

a. Wajib Pajak Daerah
Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang
terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Subjek Pajak Daerah
Subjek Pajak Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajak daerah.

c. Objek Pajak Daerah
Objek Pajak daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan yang dapat menimbulkan hutang pajak daerah.

2.3.4 Wewenang Pemungutan Pajak Daerah


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

15

Kurniawan dan Purwanto (2004:47) mengemukakan bahwa kewenangan
pemungutan pajak atas objek pajak di daerah, dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi dan

b. Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten atau kota.

Kewenangan pemungutan antara pajak yang dipungut oleh pemerintah
provinsi dan pemerintah  kabupaten/kota memiliki perbedaan dalam
pemungutanya. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Pajak provinsi kewenangan pemungut ada pada pemerintah daerah provinsi,
sedangkan pajak kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada
pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Objek pajak kabupaten/kota lebih luas dibandingkan dengan objek pajak
provinsi selain itu objek pajak kabupaten/kota masih dapat diperluas
berdasarkan peraturan pemerintah daerah selama tidak bertentangan dengan
ketentuan yang ada. Sedangkan pajak provinsi apabila ingin diperluas

objeknya harus melalui perubahan dalam undang-undang.

2.3.5 Pengelompokan Pajak Daerah
Berdasarkan wilayah pemungutannya pajak daerah (provinsi dan
kabupaten/kota) dibagi menjadi 2, yaitu:
a. Pajak Provinsi
Menurut Prakoso (2003: 3) Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang
dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Berdasarkan Undang-
Undang No. 28 tahun 2009 pajak provinsi terdiri atas :
1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.
5) Pajak Rokok
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b. Pajak Kabupaten/Kota
Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh
pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang No.
28 Tahun 2009 pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
1) Pajak Hotel;
2) Pajak Restoran;
3) Pajak Hiburan;
4) Pajak Parkir;
5) Pajak Reklame;
6) Pajak Sarang Burung Walet;
7) Pajak Penerangan Jalan;
8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C);
9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
10) Pajak Air Bawah Tanah;

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3.6 Tarif Pengenaan Pajak Daerah
Tarif jenis pajak daerah menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling tinggi sebesar :
a. Pajak Propinsi :
1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10%;
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 20%;
3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 10%;
4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 10%;
5) Pajak Rokok 10%.
b. Pajak Kabupaten/Kota:
1) Pajak Hotel 10%;
2) Pajak Restoran 10%;
3) Pajak Hiburan 35%;
4) Pajak Parkir 30%;
5) Pajak Reklame 25%;
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6) Pajak Sarang Burung Walet 10%;

7) Pajak Penerangan Jalan 10%;

8) Pajak Mineral Non Logam dan Batuan (Galian C) 25%;

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 0.3%;
10) Pajak Air Bawah Tanah 20%;

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 5%

2.4 Pajak Restoran
2.4.1 Dasar Hukum
Dasar Hukum Pajak Restoran adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah.

c. Peraturan Daerah No 14 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2.4.2 Pengertian Pajak Restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang
disediakan dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak restoran meliputi jasa boga
atau catering. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Restoran
adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sebagaimana yang
dimaksud pajak restoran ini kegiatan pemungutan pajak atas pelayanan fasilitas

yang disediakan oleh restoran.

2.4.3 Objek, Subjek dan Wajib Pajak
a. Objek Pajak Restoran
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011
Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
Maksud dari pelayanan yang disediakan restoran adalah pelayanan penjualan

makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi
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di tempat pelayanan maupun ditempat lain. Restoran tidak dipungut pajak
apabila pelayanan yang disediakan restoran nilai penjualaannya tidak melebihi
Rp 1.000.000,00 dalam sebulan.

Berikut ini adalah beberapa objek pajak restoran menurut Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi:
1) Rumah Makan;
2) Kafetaria;
3) Kantin;
4) Warung;
5) Bar;
6) Kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/catering.

b. Subjek Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011,
subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan
dan/atau minuman di restoran. Dalam hal ini yang akan terbebani oleh
pemungutan pajak restoran adalah pembeli atau konsumen makanan dan/atau
minuman.

c. Wajib Pajak Restoran

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 2 Tahun 2011,

wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan

restoran atau pengusaha restoran.

2.4.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Perhitungan Pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011
Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah nilai jumlah pembayaran yang diterima
atau yang seharusnya diterima restoran. Dalam hal nilai jumlah pembayaran jika
tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak berdasarkan

jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 2 Tahun 2011 menetapkan
tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen).

Rumus pengenaan pajak restoran:

Pajak terutang = penghasilan bruto dalam sebulan x 10%



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Gambaran Umum Instansi
3.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Pada tahun 2009 terjadi efensiasi organisasi, Dispenda digabung menjadi
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang berkantor di
Jalan Adi Sucipto Banyuwangi. DPPKD terdiri dari Bagian Keuangan, Kas Daerah,
dan Dinas Pendapatan.

Bulan September tahun 2011 terjadi pemisahan lembaga secara tekhnis
dengan lembaga administrasi. Yang menjadi lembaga tekhnis adalah Dinas
Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yang saat ini berkantor di Jalan Jaksa Agung
Suprapto No. 140 Banyuwangi Sedangkan Lembaga Administrasi menjadi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) yang terdiri dari Bagian
Keuangan, Kas Daerah, dan Aset yang berkantor di kantor Pemerintah Daerah Jalan

Ahmad Yani No. 100 Kabupaten Banyuwangi.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan
tugasnya memiliki visi dan misi. Berikut visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Banyuwangi :
a. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi :
“PAD Sumber Utama APBD ( Pendapatan Asli Daerah menjadi Sumber Utama
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah )”.
b. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi dirumuskan dengan
mengacu pada visi dan tupoksi yang diemban, yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas;

2. Mewujudkan masyarakat sadar pajak dan retribusi;
20
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3. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

3.1.3 Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berlokasi di Jalan Jaksa
Agung Suprapto No. 140 Lingkungan Mojoroto Kelurahan Mojopanggung
Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
3.2.1 Kedudukan

Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi memiliki kedudukan yang sangat
penting yaitu sebagai stakeholders dalam menggali Pendapatan Asli Daerah sehingga

dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah

3.2.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan dan pelaksana kebijakan daerah dibidang pendapatan dan
pengelolaan pasar.
Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Banyuwangi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar
Daerah;
b. Pengordinasian penyusunan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar
Daerah;
c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pasar
Daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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3.3 Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

3.3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri

atas berikut:

a.
b.

Kepala Dinas

Sekretaris terdiri atas:

1) Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian;

2) Kasubag Keuangan dan Perlengkapan;

3) Kasubag Penyusun Program.

Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri atas:

1) Kasi Pendataan dan Penetapan;

2) Kasi Pendataan;

3) Kasi Penetapan

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan terdiri atas:
1) Kasi Bidang Pengihan, Pengendalian dan Pelaporan;
2) Kasi Penagihan;

3) Kasi Pengendalian Operasional;

4) Kasi Pelaporan.

Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan) terdiri atas:

1) Kasi PBB dan BPHTB;

2) Kasi PBB;

3) Kasi BPHTB.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri atas:

1) Kasi Pengelolaan Pasar;

2) Kasi Retribusi dan Perizinan;

3) Kasi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban.
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Berikut adalah bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi :
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
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Deskripsi Jabatan
Menurut Peraturan Bupati Banyuwangi No 56 Tahun 2011, adapun deskripsi

jabatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas memiliki tugas sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Merumuskan  kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian
bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan dan pengelolaan pasar;
Memimpin segala usaha dan kegiatan perencanaan pelaksanaan tugas pokok
dinas;

Melaksanakan penghitungan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi
daerah;

Melaksanakan pendaftaran, pendataan wajib dan objek pajak daerah dan
retribusi daerah;

Mengkordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan
dan pengelolaan pasar.

Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pada unit pelaksana
teknis dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan;
Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendapatan;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;

Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran

dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

10) Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang

tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas pokok menyusun rencana kegiatan, melaksanakan,

mengkordinasikan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan, kepegawaian,

perlengkapan, urusan umum dan penyusunan program. Selain tugas pokok tersebut,

sekretaris juga memiliki tugas :

1) Menyusun rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas;
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2) Menyelenggarakan ~ administrasi  umum,  kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;

3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan
dinas;

4) Menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja
perangkat daerah terkait;

5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan Kkarier;

7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya;

8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Untuk melaksanakan tugas pokonya sekretaris memiliki beberapa fungsi,
diantaranya :

1) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan
perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
dinas;

2) Pengkoordinasian  pelaksanaan  penyusunan  program dan kegiatan di
lingkungan dinas;

3) Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja
perangkat daerah terkait;

4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kesekretariatan dibantu oleh kepala
seksi. Masing-masing kepala seksi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

(1) Menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan

rencana kerja dinas;
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(2) Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat-
menyurat, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

(3) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(4) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan Karier;

(5) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya;

(6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas:

(1) Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan
rencana kerja dinas;

(2) Melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan
dinas;

(3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan dinas;

(4) Menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;

(5) Menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan
inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai dinas;

(6) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(7) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

(8) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya;

(9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas:

(1) Menyusun rencana Sub Bagian Penyusunan program sesuai dengan
rencana kerja dinas;

(2) Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan

anggaran dinas;
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(3) Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya;

(7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Pendataan dan Penetapan

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan

kegiatan pendataan wajib pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB), dan retribusi

daerah, penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah dan retribusi daerah

yang terhutang. Selain memiliki fungsi pokok bidang Pendataan dan Penetapan

memiliki beberapa tugas diantaranya :

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan rencana
kerja Dinas;

Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/ lapangan atas
tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;

Menyusun  daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah,
menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan
pendataan;

Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan retribusi
daerah;

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
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Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pendataan dan Penetapan

memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1)

2)

3)

4)

Pengolahan data subyek dan obyek pajak (kecuali PBB dan BPHTB), dan
retribusi daerah melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta
pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya;
Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (kecuali PBB dan BPHTB),
dan wajib retribusi daerah;

Penyimpanan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan

pendataan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olen Kepala Dinas sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyaitugas :

(1) Menyusun rencana Bidang Pendataan dan Penetapan sesuai dengan
rencana kerja Dinas;

(2) Mengolah data subyek dan obyek pajak, dan retribusi daerah melalui
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutangn(SPPT) serta pemeriksaan lokasi/
lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;

(3) Menyusun  daftar induk wajib pajak daerah, dan wajib retribusi daerah,
menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan
pendataan;

(4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak daerah, dan
retribusi daerah;

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya;

(8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
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b) Kepala Seksi Pendataan memiliki tugas :

(1) Menyusun rencana kerja Seksi Pendataan sesuai dengan rencana kerja
dinas;

(2) Menghimpun, mengelola dan mencatat data obyek pajak, dan subyek
pajak serta retribusi daerah;

(3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi, menyusun laporan hasil dan
daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;

(4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah
diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah;

(5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak dan retribusi daerah;

(6) Menyusun laporan formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah
yang diterima kembali;

(7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

(8) Menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan
dengan pendataan;

(9) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(10) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan Karier;

(11) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;

(12) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Penetapan memiliki tugas :

(1) Menyusun rencana kerja Seksi Penetapan sesuai dengan rencana kerja dinas;

(2) Melaksanakan penghitungan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;

(3) Melaksanakan penerbitan, pendistribusian dan penyimpanan arsip surat
perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
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(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinya;

(7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan

Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan memiliki tugas pokok

diantaranya yaitu :

1)

2)

Melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah (kecuali PBB
dan BPHTB) yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani
keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah
data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional serta pengawasan
intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan,
Bidang Penagihan, Pengendalian Operasional dan Pelaporan, Bidang PBB
dan BPHTB dan Bidang Pengelolaan Pasar Bidang PBB dan BPHTB Bidang
Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Penagihan, Pengendalian

Pelaporan Pendapatan mempunyai fungsi :

1)

2)

3)

Pelaksanaan penagihan pajak daerah (kecuali PBB dan BPHTB) serta
memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan
pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah, retribusi daerah, realisasi
penerimaan/pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara berkala;
Perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan intern terkait
dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang
Penagihan, Penendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB dan Bidang

Pengelolaan Pasar;
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4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:

(1) Menyusun rencana Bidang Penagihan dan Pelaporan pendapatan sesuai
dengan rencana kerja Dinas;

(2) Melaksanakan ~ penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta
memberikan pelayanan keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Menyusun laporan realisasi penerimaan dan tunggakan
pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dan
realisasi penerimaan/pengeluaran;

(4) Melaksanakan perencanaan, pengendalian operasional dan pengawasan
intern terkait dengan pelaksanaan pada Bidang Pendataan dan Penetapan,
Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan, Bidang PBB dan BPHTB
dan Bidang Pengelolaan Pasar;

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya;

(8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Kepala Seksi Penagihan mempunyai tugas:

(1) Menyusun rencana kerja Seksi Penagihan Pendapatan sesuai dengan

rencana kerja Dinas;

(2) Menerbitkan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah;

(3) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak daerah

dan wajib retribusi daerah;

(4) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan

keberatan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
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(5) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan langsung
ke rekening umum kas daerah;

(6) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk
kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak
daerah;

(7) Melaksanakan penertiban pajak daerah;

(8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

(10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;

(11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas:

(1) Menyusun rencana seksi pengendalian operasional sesuai dengan rencana
kerja dinas;

(2) Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengendalian dan pengawasan
administrasi atas pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan
lainnya;

(3) Menyelenggarakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk
kepada unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah,
retribusi daerah dan pendapatan lainnya;

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya;

(7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas:
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(1) Menyusun rencana kerja Seksi Pelaporan Pendapatan sesuai dengan
rencana kerja dinas;

(2) Menyiapkan laporan secara berkala mengenai realisasi penerimaan dan
tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan daerah
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Menyelenggarakan pembukuan semua hasil penerimaan daerah;

(4) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(5) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan Karier;

(6) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya;

(7) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

e. Bidang PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan

Pendataan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), melaksanakan penghitungan, penetapan dan

penagihan jumlah pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo,

melayani keberatan dan permohonan banding serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang PBB dan BPHTB mempunyai

fungsi :

1)

2)

3)

Pengolahan  data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan
atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;

Penyusunan daftar Induk Wajib Pajak PBB dan BPHTB, dan penyimpanan
surat perpajakan yang berkaitan denganpendataan;

Penghitungan dan penetapan jumlah pajak yang terhutang serta menghitung

besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak;
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Penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan

pemungutan/pembayaran/penyetoran PBB dan BPHTB;

Penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan keberatan sesuali

dengan ketentuan yang berlaku;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas :

(1) Menyusun rencana Bidang PBB dan BPHTB sesuai dengan rencana
kerja Dinas;

(2) Mengolah  data subyek dan obyek PBB dan BPHTB melalui Surat
Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) serta pemeriksaan lokasi /
lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lainnya;

(3) Menyusun daftar Induk wajib PBB dan BPHTB dan menyimpan surat
perpajakan;

(4) Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah PBB dan BPHTB
yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan
wajib pajak;

(5) Melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan
keberatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(6) Menyediakan  konsep perencanaan pendapatan daerah yang bersumber
dari PBB dan BPHTB;

(7) Menyediakan bahan informasi penerimaan PBB dan BPHTB sebagai
bahan penyusunan laporan realisasi penerimaan;

(8) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(9) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

(10) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan olehatasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya;

(11) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
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b) Kepala Seksi PBB mempunyai tugas :

(1) Menyusun rencana Seksi PBB sesuai dengan rencana kerja dinas;

(2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan
SPT PBB;

(3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan
daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;

(4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah
diisi oleh wajib pajak;

(5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib PBB;

(6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib PBB yang diterima
kembali;

(7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus PBB;

(8) Menyimpan arsip surat perpajakan PBB yang berkaitan dengan pendataan
pendapatan;

(9) Menyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) PBB kepada
wajib pajak;

(10) Menerbitkan surat tagihan PBB;

(11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib PBB;

(12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan/atau penolakan permohonan
keberatan wajib pajak;

(13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan menyetorkan
langsung ke rekening umum kas daerah;

(14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk
kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak
daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya;

(15) Melaksanakan pengolahan data pajak PBB sebagai bahan penyusunan
laporan penerimaan pendapatan;

(16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;
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(17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan Karier;

(18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;

(19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi BPHTB mempunyai tugas :

(1) Menyusun rencana Seksi BPHTB sesuai dengan rencana kerja Dinas;

(2) Menghimpun, mengelola, mendata obyek dan subyek PBB serta menetapkan
SPT BPHTB;

(3) Melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi dan menyusun laporan hasil dan
daftar formulir SPT yang belum diterima kembali;

(4) Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah
diisi oleh wajib pajak BPHTB;

(5) Membuat dan memelihara daftar induk wajib pajak BPHTB,;

(6) Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak BPHTB yang
diterima kembali;

(7) Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) khusus pajak
BPHTB;

(8) Menyimpan arsip surat perpajakan BPHTB yang berkaitan dengan pendataan
pendapatan;

(9) Menyampaian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) BPHTB kepada
wajib pajak;

(10) Menerbitkan surat tagihan pajak BPHTB,;

(11) Menerima dan memproses permohonan keberatan dari wajib pajak
BPHTB;

(12) Memproses penerbitan surat persetujuan dan atau penolakan permohonan
keberatan wajib pajak BPHTB;

(13) Menerima semua hasil penagihan, penerimaan dan Menyetorkan langsung

ke rekening umum kas daerah;
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(14) Melaksanakan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk
kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak
BPHTB,;

(15) Melaksanakan pengolahan data pajak BPHTB sebagai bahan penyusunan
laporan penerimaan pendapatan;

(16) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(17) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan Karier;

(18) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;

(19) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai

fungsi :

1) Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana teknis pengelolaan pasar
termasuk di dalamnya peningkatan sarana dan prasarana;

2) Pelayanan masyarakat menyangkut penyediaan tempat yang sehat dan
memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;

3) Pelaksanaan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan pasar;

4) Pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

5) Pemeliharaan, kebersihan dan keamanan pasar;

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsinya.
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a) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas:

b)

1)

@)
3)

4)

()

(6)

(7)

(8)
©)

Menyusun rencana Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan rencana
keja Dinas;

Melaksanakan pengaturan penempatan pedagang dalam pasar;
Melaksanakan proses perizinan penempatan/sewa menyewa atas bangunan
dalam pasar;

Melaksanakan pemungutan retribusi atas jasa tempat sewa dan jasa jasa
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang
berlaku;

Melaksanakan pembukuan atas hasil retribusi serta pendapatan lainnya;
Melaksanakan  pemeliharaan  bangunan, kebersihan, ketertiban dan
keamanan pasar;

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok dan fungsinya;

(10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Kepala Seksi Retribusi dan Perizinan mempunyai tugas :

1)

(2)

3)

(4)

()

Menyusun rencana Seksi Retribusi dan Perizinan sesuai dengan rencana
kerja Dinas;

Melaksanakan pemungutan atas retribusi pasar serta pendapatan lain dari
hasil pengelolaan pasar;

Melaksanakan pembukuan semua hasil retribusi pasar serta pendapatan
lain dari hasil pengelolaan pasar;

Membantu melaksanakan proses administrasi izin penempatan / sewa
menyewa dari bangunan pasar;

Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;
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(6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;

(8) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan kepada atasan.

c) Kepala Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas :

(1) Menyusun rencana Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban
sesuai dengan rencana kerja dinas;

(2) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan bangunan pasar, kebersihan dan
ketertiban pasar;

(3) Mengadakan pengawasan keamanan dan melaksanakan tindakan yang
bersifat preventif maupun represif;

(4) Melakukan tindakan penyegelan dan pembukaan kembali terhadap
kios/toko yang bermasalah;

(5) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;

(6) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

(7) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;
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BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan

pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik

kesimpulan dalam Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan

Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi yaitu :

a.

Wajib pajak restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
yaitu pengusaha restoran yang telah memiliki NPWPD.

Perhitungan pajak restoran ditetapkan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah
daerah Kabupaten Banyuwangi sebesar sepuluh persen dari omset perbulan.
Penetapan pajak restoran dilaksanakan setelah pajak terutang dihitung oleh
bagian penetapan yang dicetak melalui SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).
Penyetoran pajak restoran yang terutang disetorkan oleh wajib pajak ke bank
jatim dengan membawa SKPD sebagai bukti setor dan bukti penetapan pajak
restoran yang terutang. Penyetoran pajak restoran paling lambat 10 hari kerja
bulan berikutnya.

Pelaporan wajib pajak ke bank jatim akan mendapatkan bukti pembayaran dan
tanda lunas pada SKPD yang akan disampaikan/dilaporkan ke Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Banyuwangi. Pelaporan pajak restoran paling lambat 20 hari
kerja bulan berikutnya.

Petugas penetapan menerima SKPD bertanda lunas dari wajib pajak kemudian

petugas menghapus hutang pajak.

60
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5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi, masih ada beberapa pengusaha
restoran belum menjadi wajib pajak yang taat akan pajak. Seharusnya pengusaha
restoran sadar pajak dan lebih taat membayar pajak sesuai dengan pendapatan atau

omset yang sebenarnya.
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Lampiran : Satu eksemplar
Hal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala Dinas Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
JI. KH. Agus Salim No. 109, Banyuwangi
Banyuwangi

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas [Imu Sosial dan [lmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa
yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek
Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara
memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara
pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No NAMA NIM Program Studi

1. | Dora Rusita 130903101018 Diploma II1 Perpajakan
2. | DwiOktavia 130903101032 Diploma II1 Perpajakan
3. | Marinda Sagita Dewi 130903101037 Diploma 111 Perpajakan
4. | Manda Putri Novita 130903101049 Diploma IIT Perpajakan

Tempat Pelaksanaan Magang : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Waktu Pelaksanaan Magang : 15 Februari 2016 s.d 15 Maret 2016

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata ( PKN ).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

Bayu Patriadi, MA,, Ph.D.
1992011 001
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Lampiran B

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan KH. Agus salim No 109 Telp. 0333-425119
BANYUWANGI68425

Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan:

Banyuwangi, 09 Februari 2016

: 072//27/REKOM/429.204/2016  Kepada :
e Yth. Kepala Dinas Pendapatan

: Rekomendasi Magang Kabupaten Banyuwangi
Di
BANYUWANGI
Menunjuk Surat : Dekan Fakultas limu Sosial dan limu Paolitik
Universitas Jember
Tanggal : 03 Februari 2016
Nomor : 314/UN25.1.2/SP/2016
Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :
Nama/NIM : 1. Dora Rusita/130903101018

2. Dwi Oktavia/130903101032
3. Marinda Sagita Dewi/130903101037
4. Manda Putri Novita/130903101049

Bermaksud melaksanakan Magang :

Judul o
Tempat : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
Waktu : 15 Februari s/d 15 Maret 2016

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu
kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk
memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan
ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah
setempat,

2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;

3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan
politik Kabupaten Banyuwangi.
Demikian untuk menjadi maklum.

e KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KEBUPATEN BANYUWANGE
Sekretaris,

Ir. ABDUL RACHMAN
Pembina Tingkat |
NIP. 19580412 198703 1 003

Yth. Dekan Fakultas limu Sosial dan limu Politik
Universitas Jember
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Lampiran C

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
ae il

Emasl - fisip e uneg ac

SURAT TUGAS

Nomor: 413/UN25.1.2/SP/2016

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor : 072/127/REKOM/429.204/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 perihal Persetujuan
Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas [Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No NAMA NIM Program Studi

1. |DoraRusita | 130903101018 Diploma I1l Perpajakan

2. | Dwi Oktavia [ 130903101032 Diploma [1I Perpajakan

3. | Marinda Sagita Dewi 130903101037 Diploma III Perpajakan

4. | Manda Putri Novita 130903101049 Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Banyuwangi, mulai tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 11 Pebruari 2016
an Dekan :

Pembantu Dekan |,

o

: ’ﬁ}?:? ;mi’a\ifan %ayu Patriadi, MA,, Ph.D. \/

19610828 199201 1 001

Disampaikaln Kepada :

1. Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Banyuwangi
2. Kaprodi D3 Perpajakan

3. Mahasiswa yang Bersangkutan
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DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Lampiran D

Tempat KKM : BIDANG PENGELOLAAN PASAR
Asal Univ. : UNIVERSITAS JEMBER

NO.. NAMA TANGGAL PAGI | SORE EETERANCAN

SAKIT | IZIN TK

1 | MARINDA SAGITA DEWI 15-Feb-16 | Spumbs-| Tesind.

2 16-Feb-16  |negindh- Ligpnds-

3 17-Feb-16  |Qouumdl. | Dol

4 18-Feb-16 | Yunts. | Dhund.

5 19-Feb-16 | Hsin2 | huunst

6 [ 10 t1n 20-Feb-16

7 LTV 21-Feb-16 | ———

8 22-Feb-16 | puig- | Fwnid-

9 23-Feb-16 | Bramdy | Psud .

10 24-Feb-16 | Buird | Luindr.

1 25-Feb-16 | Yuit. | g oyt

12 26-Feb-16 | Pt | Lsinds

Bl ., N 27-Feb-16 —
14 LIV U= 28-Feb-16

15 29-Feb-16 | Yesndl | Uouind.

16 01-Mar-16 | Qe | Bkl

17 02-Mar-16  |Zkund. |Pbund.

18 03-Mar-16 | %bgomdi~ | Yacionti.

19 04-Mar-16 | Fgte. | Tuscica

20 | s (.0 05-Mar-16

21 LWV 06-Mar-16

22 07-Mar-16 | Yornsf.| Fplste

23 08-Mar-16 Yperts. | Tl

24 UpHUe 09-Mar-16 —
25 10-Mar-16 | Qs | Wani L

26 11-Mar-16 | Roweide. | Spinie

27 L\ (.0 12-Mar-16

28 VIV VTS 13-Mar-16 | ———— 1 | i
29 14-Mar-16 | Yot v

30 15-Mar-16 | $enctt- E—

BANYUWANGI, 15 MARET 2016

Mengetahui,

KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
-DINAS PENDAPATAN
“ KABUPATEN BANYUWANGI
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Lampiran E

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSISAL DAN ILMU POLITIK
J1. Kalimantan 37 — Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@une; ac.id

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

| NILAI
NO. INDIKATOR PENILAIAN ANGKA HURUF
1 Penguasaan Materi Tugas 88 A
2 Kemampuan / Kerjasama 90 A
3 Etika 82 A
4 Disiplin 85 A
NILAI RATA-RATA 86.25 A

Identitas mahasiswa yang dinilai :

Nama

NIM

Jurusan

: MARINDA SAGITA DEWI

: 130903101037

: llmu Administrasi

Program Studi : Diploma Il Perpajakan

Yang menilai :

Nama
Jabatan
Instansi

Tanda Tangan :

: Dra. ERNAWATI PUIT H
: KASUBAG-UMUM DAN KEPEGAWAIAN
: DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI

se{ DSHE

—

PEDOMAN PENILAIAN :

NO. | ANGKA | HURUF | KETERANGAN
1 80> A Sangat Baik
2 |70-79 | B | Baik
3 60—-69 C Cukup Baik
4 | 50-59 D Kurang Baik
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Lampiran F

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DINAS PENDAPATAN
J1. Jaksa Agung Suprapto Nomor 146 Telepon (0333) 418818, Fax 419614

BANYUWANGI

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/1447/429.116/2016

Dasar : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi
Nomor 072/127/REKOM/429.204/2016 Tanggal 09 Februari 2016
perihal rekomendasi tempat magang pada Dinas Pendapatan

Kabupaten Banyuwangi

Menerangkan bahwa :

Nama : Marinda Sagita Dewi
NIM 1130903101037
Fakultas : llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas telah selesai melaksanakan magang pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 s/d 15
Maret 2016, dan diharap untuk mengumpulkan hasil penelitiannya.

Banyuwangi, 16 Maret 2016
An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI
© SEKRETARIS

——

\ Ealay
Dra. ERNAWATI PUJI H.

INIP, 19680417 199203 2 005
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Lampiran G
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Lampiran H

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JI. Kalimantan — Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
Bl : fisi 3 i

(@

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNE]

Nama : MarindaSagitaDewi
NIM 1130903101037
Jurusan Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan
Alamat Asal : Jalan Kali Citruk No. 79 RT/RW 02/05 Kel Pengantigan
Kab.Banyuwangi

Judul Laporan :

(bahasa Indonesia)

Mekanisme Perhitungan, Penetapan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Restoran pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi

(bahasa Inggris)
(Mechanism of Calculation, Determination, Depositing and Reporting Restaurant Tax at
Local Revenue Departement of Banyuwangi Regency )

Dosen Pembimbing : Yeni Puspita, S.E.ML.E

TANDA
NO| HARITANGGAL JAM URAIAN KEGIATAN TANGAN
j PEMBIMBING

1. | Kamis, 21 April 2016 10.00 | Revisi latar belakang {
2. | Senin, 25 April 2016 | 1020 | Revisi BAB 1-BAB 3 A

3. | Selasa, 3 Mei 2016 09.00 | Revisi BAB 4-BAB 5 /y\
" 4. | Rabu, 4 Mei 2016 10.00 | Revisi BAB 4-BAB 5 A

5. | Selasa, 10 Mei 2016 09.30 | ACC laporan PKN ~LL

[4

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN
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Lampiran |
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Lampiran J

P m—c

DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANYUWANGI
JL Jagung Suprapto No. 140 Banyuwangi
Telp. (0333) 418818 - 418821 /419614
hitp://www.banyuwangikab.go.id
E-mail : dispenda@banyuwangikab.go.id

TAHUN . #8G T

SURAT PEMBERITAIIUAN (SPT)
UNTUK WAJIB PAJAK BADAN USAHA/PEMILIK USAHA HOTEL/RESTORAN
(GOLONGAN 3)

N.PWED. : chaclaﬁ;h. i/'
- Losh | (k=g Lok SRR
OO M 4 Gt st Yl

PERHATIAN

'. Harapdiisi dalam rangkap dua(2) ditulisdengan huruf CETAK
. Setelahdiisi dan ditanda tangani harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi
JI. Jagung Suprapto No. 140 Banyuwangi paling lambat padatanggal ...
Beritanda V pada kotak [ | yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
4. Khusus pertanyaan No. 4 harap diisi dengan keadaan untuk periode dari tanggal ............

LRG| LA W W S—
- Harap menggunakan lembaran kertas lain, jika lembaran tidak cukup tersedia dalam kolom SPT ini

DITST OLEH WAJIB PAJAK / RETRIBUSI

(%]

Ln

1. TEMPAT USAHA

1.1. Luas Tempat Usaha = M2
1.2, Volume / Daya = PE/HP
2. REKLAME YANG DISELENGGARAKAN UNTUK KEPERLUAN SENDIRT -
: Py Tempat h Batas / Jangka
- R P 2 -
Jenis Rci-d&n.u, & Isi Ringkas Petisngin Ukuran Jumlah  Waktu

@ﬁsforwt ‘(”f"ﬁrfr __/___ 4

3. PERUSAHAAN YANG MEMASANG REKLAME DI HOTEL / RESTORAN
(harap dilampirkan nama perusahaan, tanggal mulai dipasang dan lamanya)

4. HOTEL/PENGINAPAN/WISMA/MOTEL/RESTORAN/BAR/WARUNG DILL
(Hanya diisi oleh Wapu, MPS dan Pembukuan)
Tarip & Jumlah Kamar hotel yang tersedia.

No. Golongan Kamar Tarip (Rp) Jumlah Kamar ]
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4.1.

4.2,
4.3,
4.4,

Restoran/Bar/Rumah Makan/Warun g

- Jumlah meja yang tersedia untuk tammu = = Bh

- Jumlah kursi yang tersedia untuk tamuy = = Bh

- Jumlah pengunjung rata-rata schari = Orang

Jumlah Pegawai Hotel/Restoran =

Apakah menggunakan Kas Register [1Ya [ ]Tidak

Jumlah Penjualan selama periode tanggal ........................._ sfd tanggal .o
R e ol o oo

(lampirkan rincian penjualan)

Jumlah Pajak yang telah disetorkan selama periode tanggal ..
s/d tanggal ..o (Setoran Masa) : Rp. w..oooooooeoo
(lampirkan rincian penyetoran)

. RUMAH BOLA/BILYARD

Jumlah Meja ) i
Mh (0“\ 1ot
Oree 5B 294k

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :/mpon

Alamat  : §- Cafer Subere ki G

Menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT} ini kami/saya isi dengan benar,
lengkap dan tak bersyarat.

( lwacguw )
Nama Jelas

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI

i Se7 90lG
Diterima tanggal : &

Nama Petugas
NIP

4
<O
i

//
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Lampiran K

FPENERINTAH XABUPATEN BANYUWANG! SURAT KETBTAPAR
DINAS PENDAPRTAN KAB. BANTUMANGI PAJAK DAERAR 0 KOHIB
JLN. JAKSA AGUNG SUPRAFTO NO.140 Takun 2016 0000754.00
BANIUMANGY
Hama i RBESTORAN KETAPANG
| Alamat : J1 YOS SUDARSO Kel / Desa KLATAK Kec EKALIPURO
FPwp : 3.0034391.20.02
Batas Penyetorsn terakhir Tanggel : 2§ Maret 2016
Ho Nama Ayat Jenis Pajak Jumiah
1 §1.1.0.201.00. Elli'.ll RESTORAN 5.492.285,00
Omset : 54.922.850,00 00
Tarif
EKet
p =
Jumlah Keters  5.492.285.00
pengan Huruf : Lima Juta lupai" at ; Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima
Perhatian - ;
1. Harap Penyetoran dilakul i & Dinas Pendapatan Daerah
Kab.Banyuwangi dengan
2; JKpabila 8KXPD ini ts.dak/lm\bqg Penyetoran terskhir,
3

dikenskan sanksi administras 2% per-bulan

1, Pembayaran Pajak imi di ikuti dengan polguznun uiu Sesuai
dengan Peraturan yang Berlaku, =

patoang.disingd

Tanda Terima 2
NPWP : 3.0034381.20.02

Banyuwangi, ....... oidlen

Nama : RESTORAN KRTAPANG INDAH Tang Menerima
Alamat : JL YO! SUDARS0 Kel / Desa KLATAK Kec B e i .
KALIPURC S S

© Halaman 1 pari 1
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Lampiran L

DEMERINTAN VARIDATEN BANVITWANGT : e e ! H
R o i - H SURAT KETETAPAN | T H
DInAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI i PAJAK DAERAH i 2 WO KOHIR i
TR TAEEA AGIMG QUDDLADDS Moy 140 J mahun 2016 - 0002069.00 i
H | H
BANYUWANGI ] ! H
______ o i i :
Hama ¢ RUMAH MAWAN PECEL AYVU/SULISTYOWATI i
i
Arainak i OL.ADI SUCIFTU BANTUWARGL Rel / Uesa S0BC Keco BANTUWANGI i
3.0008171.02.14 ‘f
i
ol Cwiay s heskwal DlduRilie T wingy i
)
Yo Hama Ayal : H Jumlah :
4 I EEmEEm e e EEE - .._,_________________________E :
H 1.6.2¢1.013 IRUMAH MAKAN i 2.000.000,000
: H !
Do, = DU LDl , g ' s
o 10 H i
i i :
. rRaen 5 PAJAK RUMAH MAKAN PECEL AYU BULAN APKIL H i
! ; 2016 :
: ; S :
. ' Il 2
: ; i ;
; 1 : 1
: : i
i ; 4 H ‘
; i : :
: : : f
i ' i H
: :’ : ;
' P H :

1 ! i
E ': i .f
H : i !
] ] H i
i i i 1
! .E ’ i
: ! i i
i i i ‘
i i : i
: f : !
i i i i
| Jumlah Eetetapsn Paiak § 3.000.000,00
= Tigs Jik s Beymd gk :
s i

s OREL Al Laddrs AULGilg Gdisaval seiviail balas FeuyeooLal Lelasiiil,
LHENAKan Sanksi AUministrasi beripa hunga sepesar £i per-putan

- - an Tajsh lol 22 Ikl dengon pengususan igic fozual ;
wliyal: Deiavuldl yaluy Dellaru. '
Banyimanai 12 Med 018
mywremm 40 A an. WEPALA DINAS PENDAPATAN KAB. BANYUWANGI |
g v Fahid Pendatasn dan Paratapan H
suaan seLor  langagar !

Dra.H1.SUJIATI ANDRIANI,S.Sos.MM.
12680001129002200¢€
ok udisind
Tamia Terina No SKPD 000206%.00
T 200837 3 BanyuWangl, cccecesanncnsnananss 201e
Nawma : RUMAH MAKAN PECEL AYU/SULISTYOWATT . Yang Menerima

ALAmOL . UL.ALL OULLE L DANIURANIL DEl s 1edd
SOEL fec BANYUWANGGL

F e mom i S WSS DEHER R EEREEE HERE R R il

Halaman 1 Nari 1
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Lampiran M

BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGT,

Menimbang : a. bahwa pajak kabupaten merupakan salah satu sumber
pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar
roda pembangunan dapat berjalan secara baik dan lancar;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 2 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah maka beberapa Peraturan Daerah
Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak untuk disesuaikan
pengaturannya sesuai dengan undang-undang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Pajak Kabupaten
dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran negara Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
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Bagian Kedua
Pajak Restoran

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 13

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh Restoran.

Pasal 14

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

(2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang
dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun
di tempat lain.

(3) Rincian dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:

. rumah makan;

. kafetaria;

. kantin;

. warung;

. bar;

keglatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga/katering.

(4) Tldak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah pelayanan yang disediakan di restoran yang nilai
penjualannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap
bulan.

{0 o0 oo

Pasal 15

(1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli
makanan dan/atau minuman dari Restoran.

(2) Waijib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan vyang
mengusahakan Restoran.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 16

(1) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang
diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

(2) Dalam hal nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka pengenaan pajak
berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima.
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Pasal 17
Tarif pajak restoran ditetapkan 10% (sepuluh persen).
Pasal 18

Besarnya pokok Pajak Restoran vyang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 19

(1) Wajib pajak restoran wajib mencantumkan tarif pajak Restoran
sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dalam bukti transaksi yang
diberikan kepada subjek pajak restoran.

(2) Dalam hal wajib pajak restoran tidak mencantumkan tarif pajak restoran
dalam bukti transaksi yang diberikan kepada subjek pajak restoran, maka
jumlah pembayaran telah termasuk pajak restoran.

Paragraf 3
Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 20
Pajak Restoran dipungut dengan sistem Self Assesment.

Paragraf 4
Masa Pajak Dan Saat Terutang Pajak

Pasal 21

Masa Pajak Restoran adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender.
Pasal 22

Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada
pengusaha Restoran atas pelayanan di Restoran atau sejak diterbitkan
SPTPD.

Bagian Ketiga
Pajak Hiburan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Pajak
Pasal 23

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan
hiburan di daerah.
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Lampiran N

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa
yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan,

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan
otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara,

c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan
salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan
perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan
pemberian diskresi dalam penetapan tarif;

e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan
dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .
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10.

i3

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan  perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya
disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau
bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah
kota.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan
vang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah
kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala
Daerah.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur
dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Pajak Daerah, vang selanjutnya disebut Pajak, adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .
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20.

21.

22,

23.

24.
25.

26.
D,

28.

29.

30.

s

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan
oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa
penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya
dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata,
pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau
minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan
sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,
permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan
dipungut bayaran.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati
oleh umum.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan
tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun
diperoleh dari sumber lain.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas
kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan,
baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan
bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan
logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam
peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan
batubara.

31. Pajak . . .
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75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun

76.

(1)

(2)

dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan
retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BABII
PAJAK

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2
Jenis Pajak provinsi terdiri atas:

Pajak Kendaraan Bermotor;
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Pajak Air Permukaan; dan
Pajak Rokok.
Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

Pajak Hotel;
Pajak Restoran;

a
b
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d
e

Pajak Hiburan;
Pajak Reklame;
Pajak Penerangan Jalan;

=0 p 0 TR

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,;

g. Pajak . . .
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(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

12 -

g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang
memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah
vang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah
provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota
otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis
Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari
Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah
kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan
dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan
bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan
di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima
Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

a. kereta api;

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan
untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan . . .
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(1)

(2)

-25-

Pasal 33

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang
melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan
vang mengusahakan Hotel.

Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang
mengusahakan Hotel.

Pasal 34

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau
yvang seharusnya dibayar kepada Hotel.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 35

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan
cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34.

Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat Hotel berlokasi.

Bagian Kedelapan

Pajak Restoran

Pasal 37

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan
oleh Restoran.

Pelayanan vyang disediakan Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan
makanan dan/atau minuman vyang dikonsumsi oleh
pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di
tempat lain.

(3) Tidak termasuk . . .
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(3)

(1)

(2)

26 -

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan
oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 38

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan
yvang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran.

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan
yang mengusahakan Restoran.

Pasal 39

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran
vang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 40

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%
(sepuluh persen).

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Pajak Restoran vang terutang dipungut di wilayah daerah
tempat Restoran berlokasi.

Bagian Kesembilan

Pajak Hiburan

Pasal 42

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan
dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. tontonan film;
b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes . . .
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